
1. Pasa.1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa. kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud pada hu.ruf a, perlu menetapkan Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupa.ten 
Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah; 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tent.an.g 
Retribusi Penjualan Produksi Usah.a Daerah, agar 
dalam pelaksanaanya dapat lebih berdaya guna dan 
berhasil guna, maka perlu disusun Petunjuk 
Pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati; 

BUPATI PURWOREJO, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15 TAHUN 2013 

BUPATI PURWOREJO 

(SALINAN] . t ~ . 
:; 



Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
l. Dacrah adalah Kabupatcn Purworcjo. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Bupati dan Pcrangkat Daerah scbagai 

unsur pcnyclcnggara Pcmcrintah Dacrah 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pcjabat adalah pcgawai yang diberi tugas tcrtcntu di bidang 

rctribusi daerah scsuai dcngan pcraturan pcrundang-undangan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Pcrangkat Daerah Kabupaten Purworcjo yang 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 
mcnyclenggarakan kegiatan usaba dan melakukan penjualan etas 
hasil produksi usahanya. 

6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kcrja Perangkat Daerah 
Kabupaten Purworcjo yang dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, menyelenggarakan kegiatan usaha dan melakukan 
penjualan atas hasil produksi usahanya. 

7. Sadan adalah sekumpuian orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi pcrseroan terbatas, pcrscroan komanditer, 
pcrseroan lainnya, Sadan Usaha Millie Negara (BUMN) atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bcntuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
pcrlrumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisa.si lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak invcstasi kolektif dan bcntuk usaba tetap. 

Pasal l 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Mcnetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO NOMOR NOMOR 3 TAHUN 2013 
TENTANO RETRJBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA 
DAERAH. 

MEMIJTUSKAN: 

4. Peraturan Dacrah Kabupatcn Purworcjo Nomor 3 
Tahun 2013 tcntang Retribusi Pcnjualan Produksi 
Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Purworcjo Tahun 2013 Nomor 3); 



8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Sadan. 

9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
atas penjualan hasil produksi usaha Daerah. 

10. Hasil produksi usaha daerah adalah hasil dari kegiatan produksi 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang membeli 
hasil produksi usaha daerah. 

12. Objek Retribusi adalah penjualan hasiJ produksi usaha daerah. 
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya 
pokok rctribusi. 

15. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TIP adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi 
kepada Bendahara Penerimaan. 

16. Surat Tanda Setoran yang selanjut.nya disingkal STS adalah bukti 
penyetoran Retribusi yang Lelah dilakukan oleh Bendahara 
Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 

19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi 
utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
terutangnya retribusi. 

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupat.i untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 

21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh 
undang-undang. 



(2) Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh 
Petugas Pemungut Retribusi di tempat penjualan hasil produksi 
usaha daerah pada SKPD dan/atau tempat penjualan lainnya. 

(1) Setiap orang pribadi atau Sadan yang membeli basil produksi 
usaha Pemerintah Daerah dipungut Retribusi. 

Pasal 4 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

BAB TIT 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil 
produksi usaha Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah, Sadan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penjualan tanaman; 
b. penjualan temak; 
c. penjualan lkan. 

(1) Objek Retribusl adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 2 

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BAB II 

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk rnenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPO. 

23. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil atau 
petugas lainnya, yang diberi tugas melakukan pemungutan 
Retribusi berdasarkan keputusan dan Surat Perintah Togas dari 
Kepala SKPD. 



(2) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang 
secara langsung dan tunai/ lunas kepada Petugas Pemungut 
Retribusi. 

(1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 7 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

BAB IV 

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut: 
a. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi 

terhadap Subjek Retribusi pada saat membeli hasil Produksi Usaha 
Daerah; 

b. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda 
bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda 
bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 6 

(3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti 
pembayaran. 

(1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 5 

(3) Besamya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besaran 
t:arif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah. 



(3) Pengajuan penundaan pembayaran Retribusi dibuat oleh Wajib 
Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD disertai 
dengan alasannya. 

(2) Pembayaran Ret.ribusi yang dapat ditunda adalah Retribusi yang 
besarnya Rp. 5.000.000,- {Lima Juta Rupiah) atau lebih. 

(I) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi yang 
terutang tepat pada waktunya, maka Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada 
Bupati c.q. Kepala SKPD. 

Pasal 9 

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRJBUSI 

BABVl 

(6) Format Surat Pemyataa.n Kesanggupan Membayar Secara Angsuran 
sebagairnana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Pembayaran Retribusi seca.ra angsuran dilengkapi dengan Surat 
Pemyataan Kesanggupan Membayar Secara Angsuran dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(4) Bupati c.q. Kepala SKPD, dapat menyetujui pembayaran Retribusi 
secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dibuat oleh 
Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD, disertai 
alasannya. 

(2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur adalah Retribusi yang 
besarnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) atau lebih. 

(1) Dalam ha! Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi yang 
terutang secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran 
kepada Bupati c.q. Kepala SKPD. 

Pasal8 

ANOSURAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI 

BABV 



(4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam 
Larnpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan dengan menggunakan STS dalarn rangkap 5 (Lima). 

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
dilaksanakan paling lambat l (Satu) hari kerja terhitung sejak 
Retribusi diterima, 

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyetorkan penerimaan 
Retribusi secara bruto ke Kas Umum Daerah. 

Pasal 11 

(4) Format TTP dari Bcndahara Penerimaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupa.kan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Pcnyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diberikan TTP oleh Bendahara Penerimaan. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
melakukan verifikasi dan validasi penyetoran pemungutan Retribusi 
oleh Petugas Pemungut Retribusi. 

(1) Petugas Pernungut Rctribusi wajib menyetorkan hasil pemungutan 
Retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat I (Satu) 
hari kcrja sejak Retribusi diterirna. 

Pasal 10 

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSJ 

BAB VIJ 

(6) Format Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Ill yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Penundaan pembayaran Retribusi dilengkapi dengan Surat 
Pemyataan Kesanggupan Membayar dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(4) Bupati c.q. Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran 
Retribusi berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan 
permobonan pembayaran Retribusi secara angsuran dan/ atau 
penundaan pembayaran Retribusi. 

(1) Dalam ha! Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Pasal 13 

SANKS! ADMINISTRATIF 

BABIX 

(5) Format STRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran VJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD atau Pejabat 
yang ditunjuk. 

(2) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
kerja sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat 
lain yang sejenisnya. 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terutang 
tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan 
menggunakan STRD dengan didahului surat teguran/ peringatan/ 
surat lain yang sejenis. 

Pasal 12 

TATA CARA PENAGIHAN 

BAB VIII 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI C NOMOR 2 

Ttd. 
TRI HANDOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Mei 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

MAHSUN ZAIN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Mei 20 14 

BBPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk:an pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerab 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

PENUTUP 

BABXl 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hale 
untuk melakukan penagihan sudab kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(21 Kepala SKPD melakukan lnventarisasl terhadap piutang Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), selanjutnya diajukan kepada 
Bupati untuk mendapatkan penetapan. 

(3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 14 

BABX 

TATA CARA-PENGHAPUSAN REiRIBUSI YANG KEDALUWARSA 



MAHSUNZAIN 

Ttd. 
BUPATI PURWOREJO, 

~All KABUPATl:ll l'VRWOR&JO SKRD 

' 
llo. Urvt ........ 

( ... SDD.J (SURAT KETETAPAX RETRIBUSI DABRAH) 

( .. .A-BDD.J KaMRetrib ... : 
TalluaRotdnll: 

NAMA : 
Al.AMAT : 
TANGGAL JATUH TEMPO : 

•o. KOD& IUKBllllfO t1IIALU R&TRIBU81 DA&MB JUJU.AB 

Jumlah Ketetaoan Rctribuai Rn. 
Jumlah Sanksi : Bunga Rp. 

Jllllllala x-hanalwl : l>n, 

Dengan huruf: 

PSRIIAT1Al( i 
I. Harap pcnyetoron dilakukan mcWui Bcndahara P,;ncrimaan ( ... SKPO .. I atau Rekcning Ka.a 

Umum Daerah dcngan mcnggunakan Surat Setoron Rctribusi Oaerah (SSRD). 

2. Apabila SKRO ini tidak atau Kurang Dibayar actclah lewat waktu paling lama 15 (llma 
bclas) hari scjak SKRD ini diterirna, dikcnakan aankai adminiatra&i berupa bung;, 2 % per 
bu Ian. 

Kepala ( ... SKPO ... I Kabupatcn Purworrjo 

(11.B1111 l11IM1 81118 B11111ul 
NlP ........................................ 

• ... • ... ... . ... ... . .. •• . .. . . ... • .. ... • .. .... .... ... • •• Po tong di sini ........................................................... 
No. Urut. ... 

TAIIDA TERIJIA 
NAMA : Purworcjo, ( ... lllnggal, bulan, tahun .. 1. 
Al.AMAT : Yang Mencrima 

( ............................................... 1 

FORMATSKRD 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PEI.AKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANO RETRIBUSI 
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

( , ,, .. ) 
Nama lengkap dan tanda Langan 

Materai 
RP.6000 

Yang membuat Pemyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
untuk dapat digunakan seperlunya. 

Demilcian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebenamya, dalam keadaan sehatjasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah atas nama ... dengan nilai sebesar Rp ... 
( ... dengan huruf...) selama bulan dengan perincian sebagai berikut: 

1. Bulan sebesar Rp . 
2. Bulan sebesar Rp ; dst 
3. Bulan sebesar Rp . 

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebclum tanggal 10 setiap bulannya. 

Alam at 
NPWPD 

Yang bertanda t.angan dibawah ini : 
Nama . 
Jabatan . 
No. KTP ...............•.....................•.•.•••...•.•....•... 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
RETRJBUSI SECARA ANGSURAN 

LAMP!RAN II 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERA1URAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRlBUSI 
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

( ) 
Nama leng)cap den tanda tangan 

Yang membuat Pemyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebenamya, dalam keadaan sehatjasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Surat Pemyataao Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
uotuk dapat digunakan seperlunya. 

Meoerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan ... tahun .... 
terhadap penundaan pembayaran Retribusl Penjualan Produksi Usaha Daerah 
yang terutang atas nama ... dengan nilai sebesar Rp ... ( ... dengao huruf...). 

.......................................................... 

.......................................................... Alamat 
NPWPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . 
.Iabatan . 
No. KTP . 

SURAT PEMYATW KESAMGOUPAJf QIIBAYAR 

Materai 
RP.6000 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
PENUNDAMN PEMBAYARAN RETRJBUSI 

LAMPIRAN III 
PE.RATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15TAIIUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANO RETRJBUSI 
PENJUAI.AN PRODUKSI USAHA DAERAH 



MAHSUNZAJN 

Ttd. 
BUPATI PURWOREJO, 

' 
,-un'AB KAIIIJPATD PORWOR&JO 

TAM>A TltRDIA P&KBAYARA!f 
( ... 8/lPD •••• J RO. 

TABUII: ...•. 
(, . .A..,_t 8/lPD ... ) 

Nama Wajib Relribusi : 
NPWPO : 
Alamat Wgjib Rctribusi : 
Kclurah•nl °""" : ~LRW: Kceamatan: 
Kabu=tcn : 
Mtn)'.!:tor berdasa.rl<an : 

NO. Kode Rekenin2 Uraian Jumlah IRnl 

Jumlah Sctoran 
Tcrbilan•: 

Diterima Oleh: Purworcjo1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

BENDAHARA PENERIMMN. WAJJB RETRIBUSJ/ PENYETOR, 

·u11·uu .. u1u·uu· ·· · ·· ······ .... 1 ..... ,,,.,111111111111 II IUI 111111 lll"IIU .. ••• •••' •• • 

Nama lcng)wp dan Cap Nama lengkap dan tanda tangan 

FORMATTTP 

LAMPTRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15 TAIIUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANMN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI 
PENJUAI..AN PRODUKSI USAHA DAERAH 



MAHSUNZAJN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

I PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
( ••• SBPD ... ) 

( .. .Alamat SKPD ••• ) 

SURAT TAlfDA SETORAN 
(STS) 

STSNO: Batik: BANKJATENO 
No. Rekening : ....................... 

Hare.p diterima uang scbcllO.f : Rp .............. 
(Oengan huruf] ( .......................................................................................................................... ) 

Dcngan rlnclan penerimaan sebagal berikut: 

110. KOl>I: Rl:IDIIIDfG URA1A11 RIIICIAlf OBYBX JUIILAB 

Jamlah ......... 
Purworejo, tanggaJ, bulan, tahun 

Mcng,,IAhui Bcodah&nl Peoerimaan 
Pengguoo AneJ!>tan/ Kuasa Pengguno Anggaran 'I ( ... SKPO ... ) 

... SKPO ... t 

(,uDDmll ls:DKYD df&D Uln~a illl&OD,ul l,11Dam1 ls:0&&112 don saodu iuos:10 ••. 1 
NIP .............................. NIP .............................. 

Uang tersebut ditcrima po.da tanggal: .... Bnnk ......... 

11111111111111111111111111111 ·1 .. ••••• 

Tanda tangan, nama dan tap 

'1 corer oalah saru 

FORMATSTS 

LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15TAHUN 2013 
TEN'l'ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI 
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 



MAHSUN ZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

-, PEMERINTAH KAJIUPATM PlJRWOREJO 
( •.• SKPD .•. ) 

( ... Alamat SKPD •.. ) 

SURAT TAGIBAif RETRIBUSI DAERAB 

Nomor : Tahun: 
Tan••AI Pcncrbitan : 

Jumlah retribusi yang terutang yang mA!lih harus : I Rp ............................... 
dibi\yar ( ........... dalam huruL ............ ) 

Nama Waiib Retribusi : 
Alamat Waiib Retribusi : 
NPWPD : 

Perinci.an Rctribusi van2 Terutansr: 
I. Rctribusi yang terutang' menurut SSRO SKROKB/SKROBKBT') Rp. 

Tahun ............ 

2. Telah dibaynr tanggal I Rp. 
3. Pcngurangi,.n I Rp. 
4. Jumlah vnnR dlperhltunoJ<An (BnDJ<A 2 + QMl<ll 3J Rp. 
5. Retribuai yang kurung dibayar (angka I • angka 4) Rp. 
6. Sanksi bunu 2% x ... bulan x Rp .... (angka 5) Rp. 
7. Retribusi YBnR masih harus dibayar (5+61 Rp. 

Tanggal Jatuh Tempo: Tempel Pcmbayaran: 

PSRRATIAlf Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... l 
( ... Kcpala SKPD ... 1 

I. Surat Tajphan Rctribusi Oacrah ini harus dilunasi 
paling ls.mbat I (satu) bulan scjalc tanggel diterima. 

2. Apabila setelah lcwat tanggal jatuh tempo utans 
retribuai bclum dllunosi, maim tindo.lmn penagiha.n 
akan dilajutluin dengan penerbitan Surat Teguran 
dan Surat Paksa. [ ... Hamu Jco1kag slao 1aoda Jaoeao I 

NIP ................................ 

*I coret ll8lah aa.tu 

FORMATSTRD 

FORMATSTRD 

LAMPJRAN VI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 15TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSJ 
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

 


